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Abstrak
Kajian ini memiliki tujuan 1) untuk mengetahui hubungan agama Islam dengan politik 2) mengetahui fenomena 
politisasi agama Islam di pemilihan umum di Indonesia di masa era orde lama, orde baru, pasca reformasi, dan 
3) untuk mengetahuiimplikasinya politisasi agama Islam terhadap kehidupan beragama di Indonesia. Penelitian 
ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan, teknik pengumpulan data yaitu 
menggunakan studi dokumen yang terkait politisasi agama Islam di dalam pemilihan umum di Indonesia dan 
kerukunan antar serta intern agama, analisis data yang digunakan ialah analisis data deskriptif. Hasil penelitian 
menunjukkan politisasi agama Islam selalu mewarnai di setiap penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia, 
dari era orde lama hingga pemilihan umum tahun 2019. Aktor politik selalu memanfaatkan agama Islam untuk 
memenangkan kontestasi di dalam pemilihan umum tanpa memperhatikan dampak yang ditimbulkan di tengah 
masyarakat. Politisasi agama Islam tersebut menimbulkan polarisasi di tengah masyarakat, tidak hanya ketika pra 
atau ketiak diselneggerakan pemilihan umum saja, melainkan berlanjut pada pasca pemilihan umum sehingga 
hal tersebut menimbulkan disintegrasi nasional.

Kata Kunci: Politik Agama, Pemilihan Umum, Kehidupan Umat Beragama

Abstract
This study aims 1) to determine the relationship between Islam and politics, 2) to know the phenomenon of 
politicization of Islam in general elections in Indonesia during the old, new, and post-reform era, and 3) to find 
out the implications of the politicization of Islam on religious life in Indonesia. This research uses a qualitative 
approach with literature research methods and data collection techniques using document studies related to the 
politicization of Islam in general elections in Indonesia and inter- and inter-religious harmony. The data analysis 
used is descriptive. The results show that the politicization of Islam has always coloured every general election in 
Indonesia, from the old order era to the 2019 general election. Political actors always use Islam to win contests 
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in elections without paying attention to the impact on society. The politicization of Islam caused polarization 
in society, not only when the pre-election movement was interrupted by the general election movement but 
continued after the general election so that it caused national disintegration.

Keywords: Religious Politics, Elections, Religious Life

PENDAHULUAN
Indonesia adalah negara multikultural yang memiliki keberagaman etnis, ras, agama, budaya dan lain-lain 

(Nuryadi et al., 2020).  Di sisi lain, negara Indonesia juga dikenal sebagai negara yang heterogen. Masyarakat 
yang heterogen pada dasarnya memiliki dampak negatif dan juga dampak positif. Dampak positif dalam hal 
ini memiliki makna sebagai sumber nilai dan kearifan lokal untuk keutuhan bangsa Indonesia, sedangkan 
potensi negatifnya ialah disintegrasi nasional karena terjadi konflik antar umat beragama maupun intern agama 
(Syukron, 2019). Di lapangan ternyata potensi negatif tersebut sering terjadi di beberapa daerah di Indonesia. 
Selama tahun 2011, lembaga Setara Institute memiliki catatan bahwa terjadi 244 kasus pelanggaran intoleransi 
khususnya pelanggaran kebebasan beragama dan terjadi 299 bentuk tindakan yang tersebar di 17 daerah di 
Indonesia dan terdapat 5 daerah tingkat pelanggaran tertinggi berada di Provinsi Jawa Barat, karena ada 57 kasus 
pelanggaran, Provinsi Sulawesi Selatan terdapat 45 kasus pelanggaran, Provinsi Jawa Timur ada 31 peristiwa, 
Provinsi Sumatera Utara ada 24 kasus pelanggaran, dan  Provinsi Banten terjadi 12 peristiwa  (Halili et al., 2013). 

Beberapa lembaga survei mencatat data kasus intoleransi beragama atau berkeyakinandi negara Indonesia 
selalu mengalami kenaikan dari beberapa tahun terakhir. Setara Institute mencatat selama 12 tahun terakhir 
mengenai kebebasan berkeyakinan atau beragama sebanyak 2.400 peristiwa pelanggaran, dan dilakukan tindakan 
sejumlah 3.177 pelanggaran. Tren peningkatan tindakan pelanggaran terlihat pada tahun 2014 terjadi 134 
peristiwa, tahun 2015 teradi 196 peristiwa, tahun 2016 terjadi 208 peristiwa, tahun 2019 terjadi 327 persitiwa, 
tahun 2020 terjadi 424 peristiwa (Sigit & Hasani, 2020). Setara Institute pada tahun 2021 mencatat terjadi 171 
peristiwa intoleransi beragama dan 318 tindakan intoleransi beragama (Setara Institute, 2022). Tren pelanggaran 
tindakan intoleransi beragama atau berkeyakinan, ternyata meningkat ketika diselenggarakan pemilihan umum, 
seperti di pemilihan umum yang mencatat hingga 327 pelanggaran dan sebagian besar terjadi berwaal dari 
pernyataan-pernyataan actor politik yang mengikuti konstetasi di dalam pemilihan umum.

Sistem pemilihan umu di negara Indonesia dilakukan secara langsung oleh rakyat Indonesiadan terbagi 
menjadi beberapa bagian. Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 di dalam pasal 22E pada ayat 1 menjelaskan 
bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap 5 (lima 
tahun) sekali, kemudian di ayat 2 menjelaskan bahwa pemilihan umum diselenggarakan untuk memiliki anggota 
DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan DPRD. Ketentuan selanjutnya diatur dalam sebuah Undang-
Undang yang dibuat DPR bersama Presiden. Pemilihan umum diselenggarankan dalam jangka waktu lima tahun 
sekara rutin dan penyenlenggaranya adalah Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Pemilihan Umum merupakah 
salah satu cara atau mekanisme penyampaian pendapat masyarakat yang harus diselenggarakan secara rutin atau 
berkala oleh negara, pemilu juga merupakan pilar pokok di dalam sistem politik demokrasi (Asshiddiqie, 2007). 
Indonesia setelah merdeka hingga saat ini, sudah menyelenggarakan pemilihan umum yang kedua belas dan 
ppemilihan umum tahun 2024 mendatang adalah yang ketiga belas.

Sistem pemilihan umum di negara Indonesia diselenggarakan beberapa bagian, yaitu pemilihan umum 
legislatif (memilih DPR, DPD, dan DPRD), pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden 
dan pemilihan Kepala Daerah di Setiap Provinsi dan Kabupaten atau Kota (Solihah, 2018). Pemilihan umum 
pada dasarnya tidak boleh merusak atau menggangu kehidupan berbangsa dan bernegara, mengingat pemilihan 
umum adalah sistem untuk menentukan pilihan atau menyuarakan suara rakyat terhadap wakil-wakilnya, baik 
di tingkat lokal hingga tingkat pusat (Subiyanto, 2020). Namun, fenomena di lapangan menunjukkan bahwa 
pemilihan umum berkata sebaliknya, yaitu merusak sendi-sendi kerukunan antar perbedaan, seperti konflik 
antar etnis, antar agama, antar golongan dan lain sebagainya. Direktur Eksekutif Perludem memaparkan bahwa 
di dalam pemilihan umum sering terjadi politik yang mengangkat SARA, hal tersebut bisa terjadi karena 
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banyak aktor politik menghalakan segala cara untuk terpilih menjadi pejabat publik melalui pemilihan umum. 
Media sosial menjadi sarana aktor politik untuk mempropaganda atau memprovokasi masyarakat sehingga 
menimbulkan polarisasi di tengah masyarakat yang beragam (Yuliani, 2017). Pada dasarnya jumlah pengguna 
internet khususnya media sosial di negara Indonesia dari tahun ke tahun selalu meningkat sehingga tidak 
dipungkiri media sosial menjadi sarana yang efektif untuk melakukan propaganda terhadap rakyat Indonesia, 
hal tersebut sering dilakukan oleh oknum-oknum elit politik di Indonesia.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Data Reportal menunjukkan pengguna internet di bulan Januari 
tahun 2022 mencapai kurang lebih 204,7 juta penduduk atau jiwa, sedangkan pengguna  media sosial mencapai 
191,4 juta penduduk atau jiw. Padahal jumlah penduduk Indonesia di bulan Januari 2022 yaitu sekitar 277,7 
juta jiwa (Kemp, 2022). Hal tersebut memiliki arti bahwa sekitar 68,7 % masyarakat Indonesia pengguna 
aktif media sosial. Era digital dimanfaatkan oleh aktor politik untuk mensukseskan kepentingannya dengna 
menggunakan media sosial, meskipun merusak keharmonisan kehidupan perbedaan yang ada di Indonesia. 
Politik SARA merupakan pelanggaran yang sering terjadi, ketika akan diselenggarakannya pemilihan umum, 
misal di pemilihan umum pada tahun 2004, 2009, 2014 dan pemilihan umum pada tahun 2019 hal ini menjadi 
hambatan dan tantangan besar untuk meningkatkan kualitas demokrasi (Permana & Handriana, 2020). Sehingga 
tidak dipungkiri saat ini indeks demokrasi di Indonesia mulai menurun. Data dari The Economist Intelligence Unit 
menunjukkan tahun 2021 skor indeks demokrasi Indonesia ialah 6,3 dan tahun sebelumnya memiliki skor 6,48 
(Welle, 2021).

Survei yang dilakukan oleh Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan bahwa di 
dalam pemilihan umum tahun 2024 mendatang, faktor agama masih sangat menentukan pilihan masyarakat. 
Faktor agama masih dinilai menjadi sesuatu yang sangat penting di Indonesia terutama dalam mempengaruhi 
perilaku politik masyarakat. Data ini diperoleh dari serangkaian observasi yang dilakukan sejak tahun 2021 
hingga 2022 melalui survei nasional dengan jumlah sampel 8.319 responden (Widi, 2022). Politik agama sering 
digunakan sebagai senjata oleh aktor politik melalui media sosial untuk memenangkan pemilihan umum, tanpa 
menghiraukan kondisi masyarakat sehingga tidak dipungkiri sering terjadi konflik antar agama bahkan intern 
agama (Schwörer & Fernández-García, 2021). Fenomena pemilihan umum di Indonesia selalu menggunakan 
agama sebagai komoditas, mengingat tipologi masyarakat Indonesia mudah terprovokasi apabila dipropaganda 
menggunakan agama.

Pemilihan umum tahun 2024 mendatang dipredikasi oleh beberapa lembaga survei, seperti Mujani 
Research and Consulting, Setara Insitute dan lain sebagainya bahwa politisasi agama masih menjadi senjata 
yang kuat untuk mendapatkan suara rakyat di dalam memilih anggota legislatif, Presiden dan Wakil Presiden 
terutama melalui media sosial. Target utama aktor politik adalah masyarakat yang minim pengetahuan terkait 
agama, poitik dan minim rasionalitas (Gatra, 2022). 

Berdasarkan latar belakang, maka tujuan penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui hubungan antara 
agama islam dengan dengan politik, 2) fenomena politisasi agama Islam di pemilihan umum di negara Indonesia 
dari orde lama, orde baru dan pasca reformasi, dan 3) untuk mengetahui implikasi dari politisasi agama Islam 
terhadap kehidupan beragama di Indonesia.

METODE
Penelitian ini menggunkan pendekatan kualitaif dengan metode penelitian kepustakaan sehingga 

teknik pengumpulan data dalam kajian terkait fenomena politik agama di Indonesia memanfaatkan kajian 
terdahulu atau studi literatur, yaitu seperti artikel jurnal, buku, aporan penelitian, disertasi, tesi, prosiding, 
berita online dan lain sebagainya, yang berkaitan politisasi agama Islam di dalam pemilihan umum, aktor politik 
memanfaatkan agama Islam untuk memangkan pemilihan umum dan implikasi yang ditimbulkan politisasi 
agama Islam terhadap kerukunan antar dan intern umat beragama. Prosedur penelitian di dalam penelitian ini 
mengikuti alur atau prosedur penelitian diungkapkan oleh Zed, yaitu 1) pengumpulan data, 2) Pemilahan data 
yang diperoleh, 3) menganalisis data yang sudah dikumpulkan, dan 4) menarik suatu kesimpulan (Zed, 2014). 
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Penelitian ini dilakukan berawal dari pengumpulan data melalui studi dokumen yang berkaitan dengan 
politisasi agama Islam di dalam pemilihan umum dari era orde lama hingga pemilu tahun 2019 dan dampak yang 
ditimbulkannya terutama kerukunan umat beragama. Kemudian dilakukan pemilahan data agar memudahkan 
peneliti untuk memfokuskan kajian terkait politisasi agama Islam di dalam pemilihan umum di Indonesia. 
Selanjutnya dilakukan analisis data dari data yang sudah dipilah. Analisi data dalam penelitian ini menggunakan 
analisis deskriptif dengan mendiskripsikan dan meringkas dari data yang sudah dikumpulkan terutama terkait 
politisasi agama Islam di dalam pemilihan umum di Indonesia dan yang terkahir dilakukanlah penarikan suatu 
kesimpulan. Hasil kesimpulan dijadikan sebagai dasar untuk menentukan rekomendasi yang akan diberikan 
kepada beberapa pihak, baik penyelenggara dan pengawas pemilihan umum, aktor politik dan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan Agama Islam dengan Politik

Al Khayat mengartikan politik untuk mengatur persoalan dan menjaga kemaslahatan masyarakat, dan 
bukan memiliki arti untuk menyesatkan, menipu, dan menimbulkan permusuhan, sehingga kunci utama politik 
di dalam agama merupakan untuk mengarahkan dan mengatur terkait permasalahan masyarakat kepadasesuatu 
yang lebih baik, berdasarkan pada agama. Ibnu Uqail menjelaskan bahwa suatu perilaku politik harus selalu 
mendekatkan masyarakat kepada yang baik atau ashlah dan tidak ke arah yang buruk fasad, meskipun hal tersebut 
tidak dilakukan oleh Rosul atau Nabi dan tidak dijelaskan secara rinci di dalam kitab suci (Hakim, 2018).

Qomaruddin Khan berpandagan bahwa suatu teori politik Islam tidak ada atau tidak muncul di dalam 
kita suci Al-Qur’an, namun dari keadaan negara yang bukan sesuatu yang dipaksakan sebagai institusi sosial. 
Komunitas atau kelompok muslim harus mengetahui dan memahami tidak ada sesuatu yang sudah ditetapkan  
mengenai percampuran antara politik dan agama. Klaim terkait agama Islam adalah pedoman politik dan 
agama yang harmonis merupakan pedoman agama dan politik yang harmonis adalah slogan modern, yang tidak 
dapat ditemukan di dalam sejarah Islam (Romli, 2004). Agama Islam pada dasarnya tidak menolak konsep 
politik, mengingat di dalam sejarah Islam di masa kekhalifahan, politik agama digunakan sebagai alat untuk 
mewujudkan persatuan dan kesatuan umat, namun seiring berjalannya waktu konsep agama dan politik mulai 
bergeser karena banyak elit politik yang memanfaatkan agama untuk mendapatkan kekuasaan, tidak untuk 
kesejahteraan masyarakat.

Politisasi agama merupakan suatu politik manipulasi terkait pengetahuan dan pemahaman kepercayaan atau 
keagamaan dengan memanfaatkan cara propaganda, kampanye, indoktrinasi, sosialisasi, disebarluaskan di dalam 
ruang publik yang diinterprestasikan atau dilaporkan agar terjadi suatu migrasi permasalahan, pemahamandan 
menjadikan seolah-olah dalah pengetahuan kepercayaan atau keagamaan kemudian dilakukanlah suatu tekanan 
untuk mempengaruhi konsesnsus kepercayaan dalam usaha untuk memasukkan kepentingan ke dalam suatu 
agenda politik pemanipulasian kebijakan publik atau masyarakat (Batubara & Malik, 2014). Potret dalam sejarah 
politik Islam, perilaku politik yang mengarah pada isu SARA sudah terjadi sejak awal perkembangan Islam. 
Para pemimpin berusaha untuk mempertahankan kekuasaannya dengan berbagai cara, tanpa mengindahkan 
nilai-nilai agama yang diyakininya. Cara yang sering dilakukan salah satunya ialah menafsirkan Al-Qur’an dan 
Hadits dengan cara politis yang disesuaikand engan kepentingan politiknya (Supriyadi, 2015). Islam dan politik 
pada dasarnya memiliki kaitannya, dan di dalam agama Islam tidak melarang manusia untuk berpolitik selama 
tindakan dan sikapnya tidak bertentangan dengan ajaran di dalam agama Islam. Namun, yang sering terjadi saat 
ini banyak aktor politik memanfaatkan agama Islam tanpa mengindahkan nilai-nilai di dalam agama tersebut, 
sehingga banyak muncul pandangan di dalam agama Islam tidak diperbolehkan berpolitik.

Ghazali mengungkapkan agama adalah suatu landasan atau pondasi dan kekuasaan adalah alat untuk 
penjaganya. Apabila sesuatu tidak mempunyai suatu landasan atau pondasi, maka dapat roboh dan yang tidak 
memiliki penjaga makan akan menghilang. Hal tersebut sejalan dengan apa yang diutarakan oleh Hasan Al 
Banna, yaitu tidak akan ada suatu kebaikan dalam agama, apabila mengasikan politik dan tidak akan ada suatu 
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kebaikan di dalam politik apabila meninggalkan agama. Politik pada dasarnya menjadi suatu keharusan bagi 
setiap orang pemeluk agama khususnya Islam, karena di dalam menerjemahkan perintah Tuhan harus ada yang 
menggunakan kekuasaan dan untuk mendapatkan kekuasaan tersebut harus dengan cara yang konstitusional 
dan dengan cara yang baik (Harun, 2014). Pada dasarnya di dalam agama Islam setiap manusia diperbolehkan 
untuk berpolitik untuk mendapatkan kekusaan dengan tujuan untuk kebaikan bersama, melalui kekuasaan 
tersebut harus dimanfaatkan untuk kebaikan bersama tanpa adanya diskriminasi.

Pemilihan Umum Pada Masa Prde Lama (1945-1966)

Negara Indonesia sebagai negara demokrasi selalu menyelenggarakan pemilu atau pemilihan umum secara 
rutin atau sekali dalam lima tahun. Di dalam rentan antara pemilihan umun dari yang sebelumnya menuju 
yang selanjutnya, akto-aktor politik melakukan kampanye dengan berbagai cara agar ketika pemilihan umum 
dilaksanakan mendapatkan suara rakyat yang banyak sehingga terpilih menjadi pejabat publik. Terkadang cara 
yang dilakukan oleh aktor politik atau elit politik dapat menimbulkan disintegrasi nasional, karena membawa 
isu SARA khususnya isu agama sehingga menimblkan polarisasi di tengan konflik (Warburton, 2020). Indonesia 
merupakan negara yang majemuk, sehingga propaganda untuk membuat konflik antar perbedaan sangat mudah 
khusunya antar agama dan intern agama. Banyak peristiwa konflik agama di Indonesia hingga saat ini, terutama 
ketika akan bahkan pasca dieselenggarakan pemilihan umum (Muttaqin, 2021).

Di dalam sejarah pemilihan umum di Indonesia siselenggarakan peratama kali pada tahun 1955 dan 
dilenggarakan dalam dua bagian. Pertama,tanggal 29 September 1955 memilih anggota anggota DPR dan 
pemilihan yang kedua diselenggarakan pada tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih Badan Konstituante 
(Anwar, 2020). Pemilihan umum pada tahun 1955 melahirkan 4 (empat) partai besar yaitu PNI, PKI, NU, 
dan Masyumi, pada saat itu sistem pemilihan umum yang digunakan adalah sistem perwakilan berimbang atau 
sistem proporsional (Kriswantoni, 2018). Selama orde lama atau kepemimpinan Bung Karno pemilihan umum 
pada tahun 1955 meruoakan pemilihan umum yang pertama dan juga yang terakhir, mengingat pada saat itu 
Indonesia adalah negara yang bisa dianggap sebagai negara baru (merdeka tahun 1945) dan persaingan politik 
antara partai komunis, partai nasionalis dan partai berbasis agama masih sangat kental (Ruhdiara et al., 2022). 
Pemilihan umum yang pertama kali tersebut banyak yang menggangap adalah pemilihan yang paling demokratis, 
apabila dibandungkan dengan pemilihan umum selanjutnya hingga sekarang, karena politik uang dan politik 
SARA khususnya politik agama tidak mewarnai di pemilihan umum tersebut (Pramestuti et al., 2022). 

Umat Islam selalu tampil di depan dalam menentang dan melawan kolonialsime di masa penjajahan 
Belanda, sehingga tidak dipungkiri di dalam politik Indonesia kelompok Islam selalu ikut serta atau ikut terlibat 
demi mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdasarkan agama yang diyakininya (Mikail, 2018). 
Terlibatnya umat Islam di dalam politik, dapat dilihat dari beberapa motif, yaitu 1) Agama Islam adalah konsep 
keutuhan yang tidak memisahkan negara dengan warga negara sebagai sesuatu yang konkrit, 2) di dalam sejarah 
peran umat Islam mengenai pembentukan negara sudah tidak diragukan, dengan corak politik dan kekuasaan 
yang selalu dinamis di setiap zamannya, dan 3) secara kuantitatif bahwa mayoritas masyarakat di Indonesia 
adalah beragama Islam (Abdullah, 1987). Di dalam sejarah Indonesia, peran umat Islam tidak diragukan hingga 
mampu berjuang untuk memerdekakan negara Indonesia, dan iut teribat dalam merumuskan dasar negara.

Politik agama khususnya Islam pada pemilihan umum tahun 1955 dilakukan oleh kaum santri dan sebagaian 
kaum priyayi melalui partai Masyumi dan Nahdlatul Ulama (NU), namun tujuan politik agama pada saat itu ialah 
untuk mewujudkan ajaran dan hukum Islam di ranah kebijakan sehingga kehidupan berbangsa dan bernegara 
berdasar pada ajaran agama Islam (Sumanto, 2016). Pada saat itu partai-partai yang memiliki ideologi sama selalu 
melakukan konsolidasi, seperti Masyumi dengan Nahdlatul Ulama dan PNI dengan PKI (Sonhaji & Maulida, 
2020).  Pada dasarnya politik agama pada saat itu dilakukan memang untuk kepentingan agama, buka semata-
mata kepentingan pribadi atau kemlompok atau memperkaya diri, sehingga tidak dipungkiri pemilihan umum 
atau pemilu 1955 merupakan pemilihan umum yang paling demokratis sepanjang terselenggaranya pemilihan 
umum hingga saat ini. Partai Masyumi dan Nahdlatul Ulama mengambil peran penting dala kepentingan agama 
pada saat itu. Pada dasarnya fungsi partai politik adalah untuk mewujudkan keejahteraan masyarakat terutama 
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sebagai sarana untuk menyerap, menghimpun dan penyalur aspirasi masyarakat (Itiniyo, 2016). Partai politik 
sebagai peserta pemilihan umum 1955 adalah partai politik yang mengusung ideologi yang diyakininya dan 
berusaha ideologi yang diusungnya dapat menjadi dasar di dalam pembuatan kebijakan pemerintah. 

Pemilihan Umum Masa Orde Baru (1966-1998)

Pasca jatuhnya orde lama atau kepemimpinan Presiden Soekarno, pemilihan umum diselenggarakan 
kembali pada tahun 1971, pemilihan umum tersebut adalah pemilihan umum yang diselenggarakan pertama kali 
di masa orde baru atau kepemimpinan Presiden Soeharto (Suwirta, 2019). Selama orde baru pemilihan umum 
sudah diselenggarakan enam kali, tahun 1971, tahun 1977, tahun 1982, tahun 1987, tahun 1992 dan tahun 1997 
(Haris, 2021). Selama pemilihan umum di orde baru yang sudah diselenggerakan enam kali selalu dimenangkan 
oleh partai Golkar dan yang menjadi Presiden adalah Soeharto, sehingga Soeharto mampu menjadi penguasa di 
negara Indonesia selama 32 tahun. Pemerintahan Orde baru merupakan rezim yang otoriter karena kekuasaan 
terpusat pada Presiden dan mendominasi dalam menentukan kebijakan, sehingga tidak dipungkiri banyak 
terjadi pelanggaran HAM dan kebebasan berpendapat serta berserikat dibatasi (Rahawarin, 2021). 

Politik identitas di orde baru terutama ketika akan diselenggarakannya pemilihan umum, jarang terjadi 
mengingat pemerintah pada saat itu membatasi gerakan-gerakan yang notabenenya mengkritik kebijakan-
kebijakan pemerintah. Partai yang diakui dan diizinkan untuk ikut serta dalam pemilihan umum hanya 
Golkar (Golongan Karya), Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Demokrasi Indonesia, namun di setipa 
pemilihan umum yang mendominasi adalah parta Golkar atau partainya Soeharto (Haris, 2021). Hal tersebut 
bisa terjadi karena keluar kebijakan dari pemerintah terkait penyederhanaan atau penggabungan partai, sehingga 
peserta pemilihan umum yang diperbolehkan hanya tiga partai, setelah pemilhan umum tahun 1971 (Rizqi, 
2022). Penyederhanaan partai pada awal-awal pemerintahan orde baru menujukkan peran dan kewenangan 
Soeharto dalam pemerintahan semakin dominan, hal tersebut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sangat 
membatasi ruang gerak masyarakat terutama dalam menyalurkan aspirasi atau memberikan kritik atau saran 
kepada pemerintah yang sedang berkusa (Hidayat, 2018).

Selama rezim pemerintahan masa orde baru, gerakan Islam politik tidak memiliki peluang untuk dapat 
memperjuangkan cita-cita yang diyakininya, khususnya dalam mendirikan negara Islam melalui proses politik. 
Seluruh lembaga yang berbasis keagamaan khususnya agama Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia, 
hanya dimanfaatkan oleh pemerintah sebagai alat politik untuk mendapatkan legitimasi dari rakyat Indonesia 
terutama ketika pemilihan umum akan diselenggarakan. Pada dasarnya Presiden Soeharto pada saat itu tidak 
memusuhi Islam sebagai suatu agama, karena keluarganya adalah pemeluk agama Islam, tetapi memusuhi Islam 
politik yang ingin mendirikan negara Islam di Negara Indoensia (Daulay, 2015). Pada masa itu Presiden Soeharto 
selalu memberikan tekanan hingga menghilangkan gerakan-gerakan yang dianggap musuhnya. Langkah yang 
dilakukannya adalah  menekan dan menghalangi gerakan-gerakan Islam politik yang ingin mendirikan kembali 
atau menghidupkan kembali partai Masyumi dan menghilangkan gerakan komunisme di Indonesia dengan cara 
yang radikal, seperti melakukan pembantaian terhadap kelompok yang terlibat secara langsung maupun tidak 
langsung dengan komunisme (Renhoard, 2019). Misal rezim orde baru memberikan tekanan kepada gerakan 
Al-Jama’ah Al-Islamiyah (AJAI) yang menginginkan untuk mendirikan negara Islam di negara Indonesia, sehingga 
tokoh-tokohnya seperti Abu Bakar Ba’asyir dan Abdullah Sungkar menjadi buronan yang kemudian melarikan 
diri ke negara tetangga atau ke luar negeri (Hendropriyono, 2009).

Kebijakan dan langkah-langkah yang dilakukan oleh rezim orde baru dengan memberikan pembatasan 
kebebasan bersierikat dan berpendapat, memperlancar jalannya kekuasaan rezim orde baru hingga 32 tahun, 
sehingga tidak dipungkiri setiap diselenggarakannya pemilihan umum jarang terjadi konflik antar perbedaan 
terutama konflik agama dan partai Golkar selalu menang di dalam pemilihan umum. Konflik SARA khususnya 
agama di dalam politik Indonesia mulaimuncul kembali, ketika masa kepemimpinan orde baru akan berakhir. 
Konflik tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian harta dan benda saja, melainkan juga nyawa masyarakat. 
Gerakan-gerakan anti orde baru muali bermunculan di berbagai daerah Indonesia, yang berimplikasi pada 
hubungan antar kelompok masyarakat kurang kondusif terutama hubungan umat Islam dengan umat kristiani
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Politik identitas yang dilakukan oleh razim atau pemerintahan orde baru khususnya ketika menjelang 
kejatuhannya menjadi sejarah buruk di negara Indonesia, yang implikasinya berlanjut pasca reformasi hingga 
saat ini. Hubungan antar penganut agama atau kepercayaan yang awalnya berjalan dengan baik dan harmonis, 
kemudian di beberapa daerah melahirkan konflik antar agama dan intern agama. Bahkan elit politik memanfaatkan 
agama untuk memprovokasi masyarakat untuk memperoleh perhatian dan suara rakyat di dalam pemilihan 
umum (Renhoard, 2019). Fenomena persaingan politik yang memanfaatkan agama sebagai alat pencari suara 
rakyat hingga sekarang masih terus berlanjut dan yang sering digunakan adalah agama Islam, karena mayoritas 
masyarakat Indonesia beragama Islam dan fanatik ternhadap keyakinannya (R. Setiawan et al., 2020). Fenomena 
yang sering terjadi yang dilakukan oleh elit politik adalah dengan menggunakan teknologi digital khususnya 
media sosial untuk melakukan propaganda atau memprovokasi masyarakat, sehingga elit politik tersebut 
mendapat perhatian dari masyarakat Indonesia, terutama ketika akan diselenggarakannya pemilihan umum.

Pemilihan Umum Pasca Reformasi (1998 hingga sekarang)

Pemillihan umum yang sudah diselenggarakan di Indonesia setelah jatuhnya rezim orde baru hingga 
tahun 2022, yaitu sudah terlaksana lima kali pemilihan umum, dan elit politik beserta partainya saat ini sudah 
menuyusun strategi untuk menyambut pemilihan umum tahun 2024. Pemilihan umum di Indonesia pada 
dasarnya adalah pesta demokrasi yang harus dinikmati oleh rakyat Indonesia dengan rasa senang dan bahagia, 
namun di lapangan yang sering terjadi buka kebahagiaan, namun konflik antar golongan, etnis, agama dan lain 
sebagainya (Santoso, 2019). Selain itu, saat ini adalah era digital yang memudahkan elit politik untuk menarik 
perhatian rakyat Indonesia dengan berbagai cara, salah satunya dengan memanfaatkan agama sehingga tidak 
dipungkiri setiap diselenggarakan pemilihan umum di Indonesia selalu terjadi konflik antar agama, bahkan 
intern agama.  

Pasca jatuhnya orde baru pada tahun 1998 berimplikasi pada banyak berdiri partai-partai Islam, yang 
kemudian ikut terlibat untuk mengikuti pemilihan umum, saat itu dapat dikatakan sebagai kebangkitan partai 
Islam untuk mewarnai demokrasi di Indonesia khususnya di dalam pemilihan umum. Selain itu, masa-masa 
itu juga dilakukan perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dengan tujuan untuk melindungi 
hak konstitusional warga negara dan juga mengatur pembatasan kekuasaan lembaga negara, agar masa-masa 
era orde baru tidak terulang kembali (Ahmad & Nggilu, 2020). Orde baru adalah sejarah kelam dan peristiwa 
yang sulit untuk dilupakan bagi bangsa Indonesia, mengingat banyak terjadi pelanggaran HAM, pembatasan 
kebabasan rakyat dan pers, kekausaan yang otoriter, dan banyak terjadi Kolusi, Korupsi dan Nepotisme, meskipun 
pembangunan infrastruktur sangat efektif dan efisien sehingga Indonesia dianggap sebagai “Macan Asia”.

Fenomena banyak berdirinya partai-partai politik berbasis agama Islam pasca orde baru, memiliki beberapa 
faktor (Romli, 2004), yaitu:

1. Faktor teologis

Agama adalah suatu yang integrated, yang tidak bisa dipisahkan dengan politik. Agama Islam 
merupakan din wa daulah, berdasarkan hal ini, maka terkait permasalahan kemasyarakatan, politik dan 
negara adalah satu kesatuan di dalam agama. Bentuk manifestasi dari hl tersebut adalah dibutuhkan suatu 
kekuasaan politik untuk kemaslahatan masyarakat, 

2. Faktor sosiologis

Indonesia adalah negara yang masyarakatnya mayoritas pemeluk agama Islam, yang pemeluknya 
mencapai hingga 90 % dari keseluruhan jumlah masyarakat Indonesia. Hal tersebut tidak dipungkiri, apabila 
penyampaian aspirasi politik berdasarkan nilai-nilai agam Islam, 

3. Faktor historis

Sejarah Indonesia membuktikan bahwa kekuatan pertama yang melwanan kolonialisme dan 
imperialisme. Agama tersebut menjadi garda terdepan dalam melawan kolonialisme Belanda, Sarekat Islam 
adalah organisasi politik berbasis agama Islam yang berdiri pertama di Indonesia dan memiliki anggota 
terbanyak pada saat itu, apabila dibandingkan dengan organisasi lainnya, dan 
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4. Faktor reformasi

Reformasi menjadi dasar utama sebagai bentuk kebebasan berpendapat dan berserikat sehingga tidak 
dipungkiri partai politik berbasis agama Islam banyak berdir dan peluang ini dimanfaatkan oleh elit politik 
khususnya elit politik Islam untuk ikut serta di dalam pemilu

Tumbangnya orde baru atau mundurnya Soeharto sebagai Presiden pada tanggal 21 Mei 1998 yang 
kemudian digantikan oleh BJ Habibie merupakan sejarah besar bagi bangsa khususnya kebebasan berpendapat 
dan berserikat, karena kebebasan rakyat ketika masa orde baru selalu dibatasi. Jatuhnya rezim otoritarian atau 
jatuhnya era orde baru disebut sebagai era reformasi, yang kemudian adanya tuntutan dari berbagai pihak untuk 
menyelenggarakan pemilihan umum. Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang baru dibentuk pada akhirnya 
menyelenggarakan pemilu atau pemilihan umum tanggal 7 Juni 1999 dalam rangka memilih DPR dengan 
dasar hukum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum. Peserta di dalam pemilihan 
umum tersebut sebanyak 48 partai politik dengan menggunakan sistem pemilihan umum perwakilan berimbang 
(proporsional) (Pahlevi, 2014). Kemudian dilanjutkan pada tanggal 20 Oktober 1999 untuk memilih Presiden 
dan tanggal 21 untuk memilih Wakil Presiden (Ekawati, 2019).

Indonesia meskipun mayoritas beragama Islam, namun tidak menjamin partai-partai Islam memperoleh 
dukungan dari masyarakat muslim. Pemenang pemilihan umum tahun 1999 ternyata Partai Demokrasi 
Indonesia (PDI) yang notabenenya bukan merupakan partai Islam, namun dalam pemilihan Presiden tahun 
1999 (Saifuddin, 2013). Cerita berbeda ketika diselenggarakannya pemilihan Presiden tahun 1999, meskipun 
pemenang pemilihan umu adalah Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Politik agama Islam dalam pemilihan 
umum tahun 1999 mulai terlihat dari beberapa partai politik berbasis agama Islam yang melakukan konsolidasi 
sehingga terpilihnya seorang kyai menjadi Presiden Republik Indonesia, yaitu Abdurachman Wahid (Gus Dur). 
Semangat reformasi bagi partai Islam mulai terwujud dengan terpilihnya Gus Dur sebagai Presiden dan beliau 
seorang kyai yang dikenal sebagai “Bapak Pluralis Indonesia”, karena pemikiran Gus Dur terkait permasalahan 
kebangsaan tidak ada diskriminasi di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, hal tersebut diimplementasikan 
melalui kebijakan-kebijaknya (E. Setiawan, 2017). Pada tanggal 23 Juli 2001 Gus Dur dimakzulkan oleh Majelis 
Permusyawaratan Rakyat melalui Sidang Istimewa MPR. Menurut Majelis Permusyawaran Rakyat pemakzulan 
Gus Dur sebagai Presiden dilakukan, karena salah satunya ialah Gus Dur mengeluarkan Dekrit Presiden 23 Juli 
2001 yang membekukan Majelis Permusyawaran Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat, kemudian digantikan 
oleh Mewagawati Soekarno Putri (Aqil, 2020). Meskipun Gus Dur diturunkan sebagai Presiden Indonesia 
pada tahun 2001, namun perannya selalu dikenang oleh masyarakat Indonesia sebagai Presiden yang adil 
tanpa diskriminasi, humanis, dan Presiden yang pluarlis sehingga banyak komunitas masyarakat atau organisasi 
kemasyarakatan mengusulkan kepada pemerintah saat ini sebagai pahlawan nasional.   

Pemilihan umum selanjutnya diselenggarakan tahun 2004 dengan cara rakyat memilih secara langsung 
atau rakyat memilih secara langsung melalui surat suara, pemilihan umum tersebut adalah pemilihan umum 
yang pertama di Indonesia. Teknologi digital menjadi sarana yang sering digunakan elit politik untuk 
berkampanye, meskipun perkembangan teknologi digital belum masif. Banyak elite politik memanfaatkan 
agama untuk mendapatkan perhatian publik, sehingga ketika akan diselegggarakan pemilihan umum banyak 
elit politik mendadak menjadi orang yang shaleh dan taat beragama (Jung, 2014). Politisasi agama sering terjadi 
di Indonesia terutama ketika akan mendekati pemilihan umum, baik di media online maupun ketika bertemu 
dengan simpatisannya. Pendekatan yang sering dilakukan oleh elit politik, misal menggunakan simbol-simbol 
agama, pidato dengan menggunakan bahasa agama dan hukum atau dalil agama, sering datang dalam kegiatan 
kerohanian seperti pengajian, hingga sering melaksanakan sholat berjamaah (Ronaldo & Darmaiza, 2021). 
Penggunaan agama yang berlebihan di dalam politik khususnya ketika pemilihan umum dapat menimbulkan 
konflik antar umat beragama (Faridah & Mathias, 2018). 

Pada pemilu 2019 sangat terlihat terjadinya politisasi agama, agama Islam dijadikan alat untuk mendapatkan 
kekuasaan, pada tahap pendaftaran calon Presiden dan Wakil Presiden hingga masa-masa kampanye, banyak 
aktor politik atau elit politik memanfaatkan ulama atau tokoh agama dan memanfaatkan simbol-simbol agama 
(kopyah, sorban, sarung, tasbih dan lain-lain). Selain itu, juga memanfaatkan ritual keagamaan seperti pengajian, 



135

Politik agama di Indonesia: politisasi agama Islam ... (Pipit Widiatmaka, Muhammad Hendri Nuryadi, Arissander Sugiyanto, dan Achmad Yani)

peringatan besar keagamaan (Islam), shalat tarawih, dzikir bersama dan lain sebagainya (Ronaldo & Darmaiza, 
2021). Fenomena tersebut terjadi tidak hanya di satu atau beberap daerah saja, melainkan di berbagai daerah di 
negara Indonesia, seperti di Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Barat dan lain-lain.

Elit politik selalu menggunakan agama sebagai sarana untuk menarik perhatian rakyat, dari pemilihan 
umum 2004, 2009, 2014, dan 2019, sehingga tidak dipungkiri di Indonesia sering terjadi konflik agama 
terutama ketika akan diselenggarakannya pemilihan umum, baik pemilihan DPR dan DPD maupun Presiden 
dan Wakil Presiden. Hasil penelitian yang dilakukan tim PPIM Univeristas Islam Negeri Jakarta pada tahun 
2019 menunjukkan partai politik mempunyai persepsi bahwa agama menjadi salah satu pertimbangan utama 
dalam memilih pemimpin, baik Presiden, Gubernur maupu Bupatai atau Walikota. Partai Demokrasi Indonesia 
Perjuangan merupakan representasi partai yang tidak setuju dengan hal tersebut, Partai Persatuan Pembangunan 
adalah partai yang merepresentasikan setuju. Partai politik yang mempunyai kecenderungan dalam menggunakan 
agama untuk kepentingannya ialah Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Persatuan 
Pembangunan. Di sisi lain, Partai Golongan Karya (Golkar) berdiri di tengah yang kurang tertarik dengan 
memanfaatkan identitas agama untuk kepentingan politik terutama di dalam pemilihan umum (Abdallah, 2020).

Rakyat Indonesia adalah masayarakat yang religius yang taat pada perintah agama, sehingga elit politik 
dengan pengetahuan tentang konsep politik menggunakan agama untuk mendapatkan perhatian rakyat 
Indonesia agar bisa memenangkan konstelasi politik di dalam pemilihan umum (Asrianti et al., 2021). Pada 
dasarnya elit politik memanfaatkan agama hnaya untuk memperoleh suara terbanyak di dalam pemilihan politik, 
tanpa memperhatikan dampak yang ditimbulkan di tengah masyarakat.

Implikasi terhadap Kehidupan Beragama di Indonesia

Abdul Gaffar berpandangan bahwa banyak aktor politik yang tergolong sebagai orang intelektual 
memanfaatkan agama (Islam) untuk mendapatkan dukungan dari publik. Ada beberapa faktor penting yang 
menyebankan aktor politik memanfaatkan agama (Islam) untuk kepentingan kelompoknya, yaitu partai politik 
di Indonesia tidak memiliki basis ideologi yang kuat dan hanya berorientasi pada basis masa, kemudian partai 
politik tidak memiliki basis program yang kuat, sehingga masyarakat tidak bisa memilah atau membedakan 
program-program yang diusung oleh setiap partai politik di Indonesia. Basis ideologi dan program yang lemah 
menyebabkan aktor politik memanfaatkan politik identitas khususnya agama (Islam) di tengah masyarakat setiap 
akan diselenggarakannya pemilu (Karim, 2020).

Politisasi agama ketika pemilihan umum berimplikasi pada kehidupan antar dan intern agama di berbagai 
daerah di Indonesia, mengingat masyarakat Indonesia sangat sensitif apabila berkaitan dengan agama. Politik 
agama yang berlebihan menjadi sesuatu yang tidak wajar dan berimplikasi negatif terhadap kehidupan sosial dan 
kemanusiaan, politik agama yang berlebihan, brutal, tidak mengindahkan etika atau nilai-nilai kemanusiaan 
menimbulkan dampak yang negatif atau menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat, bangsa dan bernegara 
(Qurtuby, 2018). Politisasi agama berdampak negatif tidak hanya ketika diselenggarakan pemilihan umum saja, 
melainkan setelah pemilihan umum selesai ketegangan tersebut masih berlanjut hingga terjadi tindakan-tindakan 
yang melawan hukum, seperti ujaran kebencian, penistaan agama, kekerasan, pencemaran nama baik dan lain 
sebagainya. 

Hadirnya teknologi digital khususnya media sosial, selain memberi dampak positif ternyata juga memiliki 
dampak negatif terhadap kontestasi politik dalam pemilihan umum terutama dalam melakukan propaganda 
dengan memanfaatkan agama. Politisasi agama sangat mudah dilakukan oleh elit politik melalui media sosial, 
pada dsarnya media sosial memudahkan elit politik yang haus akan kekuasaan untuk melakukan propaganda 
yang berujung pada perpecahan umat beragama (Siles et al., 2023). Politik agama dalam pemilihan umu tahun 
2019 terbukti bahwa media sosial merupakan mediayang efektif dan efisien untuk kampanye dan memprovokasi 
masyarakat dengan mengangkat isu-isu SARA khususnya agama, dengan cara menjatuhkan nama baik lawan 
politik, sehingga media sosial memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap elektabilitas calon presiden dan 
wakil presiden dengan cara mengiring opini publik terkait agama yang yang diyakini oleh calon presiden dan 
wakil presiden (Salahudin et al., 2020). Meskipun dua calon memiliki agama Islam, namun agama masih tetap 
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digunakan sebagai alat politik untuk saling menjatuhkan, sehingga hal tersebut menimbulkan polarisasi di 
tengah masyarakat, yang awalnya kondusif menjadi tidak kondusif.   

Politisasi agama yang berujung pada tindakan melawan hukum pada dasarnya menimbulkan disintegrasi 
bangsa, namun terkadang elit politik yang ingin mendapatkan kekuasaan di Indonesia tidak mempedulikan hal 
tersebut. Perpecahan umat beragama di Indonesia menjadi pemandangan yang indah bagi elit politik yang haus 
akan kekuasaan, kekuasaan menjadi tujuan utama tanpa menghiraukan etika dan nilai-nilai kemanusiaan (Syam 
et al., 2020). Hal ini terus terjadi setiap diselenggarakannya pemilihan umum di Indonesia, bahkan terjadi 2 
atau 3 tahun sebelum diselenggarakan pemilihan umum. Politisasi agama dalam pemilihan umum pada dasarnya 
tidak hanya berimplikasi pada perpecahan antar dan intern umat beragama saja, melainkan juga berimplikasi 
pada terjadinya konflik antar etnis sehingga politisasi agama menimbulkan disintegrasi nasional.  

SIMPULAN
Politik agama di Indonesia dianggap sebagai suatu budaya karena setiap diselenggarakan pemilihan umum, 

politik agama selalu mewarnai di dalam kontestasi tersebut, dari pemilihan umum pertama di era orde lama, 
berlanjut ke pemilihan umum era orde baru, pasca reformasi hingga saat ini. Politisasi agama selalu dimanfaatkan 
oleh aktor politik untuk memenangkan kontestaasi di dalam pemilihan umum yang diselenggarakan setiap 
5 (lima) tahun. Politisasi agama Islam merupakan propaganda aktor politik untuk memenangkan kontestasi 
di dalam pemilihan umum, mengingat Indonesia adalah negara yang mayoritas masyarakatnya memeluk 
agama Islam, namun tindakan yang dilakukan oleh aktor politik tersebut menimbulkan polarisasi di tengah 
masyarakat, baik antar agama maupun intern agama. Aktor politik selalu memanfaatkan agama Islam, tanpa 
mempedulikan dampak yang ditimbulkan di tengah masyarakat sehingga setiap diselenggarakan pemilihan 
umum selalu terjadi konflik. Pada dasarnya politisasi agama Islam di dalam pemilihan umum yang dilakukan 
oleh aktor politik menimbulkan disnintegrasi nasional, karena konflik yang sering terjadi tidak hanya katika akan 
diselenggarakannya pemilihan umum saja, namun hingga pasca pemilihan umum ketegangan masih berlanjut 
sehingga menimbulkan polarisasi di tengah masyarakat yang berkepanjangan terutama antar pemeluk agama dan 
intern pemeluk agama.
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